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V. PENUTUP 
 
 

 
 

A. Simpulan 

 
Dari hasil penelitian  dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Peran Polri dalam Penanggulangan Perbuatan Amuk Massa di Polsek 

Padang Cermin adalah pihak Kepolisian telah melakukan upaya - upaya 

yang berupa secara Preventif yaitu pihak Kepolisian Padang Cermin 

melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat. 

Represif yaitu anggota Kepolisian Polda Lampung dan Polres Lampung 

Selatan telah mengamankan lokasi kejadian, kemudian Polisi memasang 

garis Polisi untuk keperluan identifikasi dan penyelidikan, penyidikan. 

Pre-emtif yaitu pihak Kepolisian selalu melakukan pembinaan dan 

penggalangan kepada warga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

pemuda sesuai dengan ketentuan dan kinerja Babinkamtibmas. 

 
2. Faktor - faktor Penghambat Polri dalam Penanggulangan Perbuatan Amuk 

Massa di Polsek Padang Cermin adalah faktor penegak hukum yaitu 

terbatasnya jumlah personil Polri diwilayah Polsek Padang Cermin, faktor 

masyarakat yaitu kesadaran hukum warga masyarakat Padang Cermin 

yang relative masih rendah kemudian ditambah kurangnya 

ketidakpercayaan warga atas kinerja Polri, faktor kebudayaan yaitu karna 
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perbedaan suku dan agama warga masyarakat Padang Cermin lebih 

cendrung hidup saling berkelompok atau individu. 

 
B. Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang 

dapat penulis berikan untuk Peran Polri dalam Penanggulangan Perbuatan Amuk 

Massa di Polsek Padang Cermin adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak Kepolisian Polsek Padang Cermin lebih mengoptimalkan 

kinerja Polmas dan Babinkamtibmas, kemudian lebih berperan aktif dan 

bersikap responsif, bersikap bijak dan arif kepada masyarakat serta 

memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, 

agama/kepercayan, golongan, status sosial, ekonomi dan jenis kelamin.  

 
2. Sebagai pihak berwajib Polri seharusnya dapat memaksimalkan peran dan 

fungsi Kepolisianya yaitu tercantum dalam pasal ( 5 ayat 1 dan 2 ) pada 

Undang-Undang No.2 tahun 2002, dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  


